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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Hal ini tertuang dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah 

negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas 

kekuasaan (machstaat) belaka.
2
 Negara hukum memiliki konsep yang 

tujuannya ialah menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan 

kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam artian setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Menurut J.C.T 

Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto sebagaimana dikutip oleh 

Chainur Arrasjid yang mana menjelaskan bahwa “hukum adalah 

peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi 

yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di 

ambilnya tindakan hukuman.
3
 Disini hukum berperan saling melengkapi 

untuk menciptakan ketertiban dan hukum dalam kehidupan masyarakat 

dengan memberikan pedoman dalam bertingkah laku berupa norma-norma 

meliputi perintah, larangan dan kebolehan. 

                                                           

1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2
 DPR, Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari 

http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945 pada tanggal 2 September 2023 pukul 16.34. 

3
 Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.21. 
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Dewasanya ini dengan semakin pesatnya modernisasi yang terjadi 

tentunya mempengaruhi banyak hal. Perkembangan tersebut telah 

membawa perubahan pada sistem nilai. Hal ini menyebabkan munculnya 

pola-pola perilaku baru yang menghapus pola-pola lama yang dapat 

menimbulkan permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, seperti maraknya 

terjadi kasus penganiayaan terhadap anak. Hal ini tentunya menarik 

perhatian masyarakat serta pemerintah. 

Pada pasal 59 Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak Nomor 

35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dijelaskan 

bahwa: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak 

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya 

atau napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak 

korban kekerasan fisik dan/atau  psikis, anak korban kejahatan seksual, 

anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran.”
4
 Untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut diperlukan lembaga khusus untuk memberikan 

                                                           

4
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014, Jakarta, hlm.97.  
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solusi dan penyelesaian secara objektif. Fungsi ini dijalankan oleh 

lembaga yang dikenal dengan lembaga peradilan yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan 

keputusan terhadap suatu perkara yang terjadi. Kewenangan itu dikenal 

dengan “kekuasaan kehakiman” yang dalam pelaksanaannya dijalankan 

oleh Hakim. Yang mana  kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi terselenggaranya negara 

hukum.”
5
 

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum 

dalam penyelenggaran proses peradilan.
6
 Objektivitas dan sikap 

profesional serta daya intelektual, bagi hakim merupakan sesuatu yang 

ideal dan harus terdapat pada diri hakim.
7
 Dalam pelaksanaan 

kewenangannya hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tentunya keadilan dan 

kepastian hukum menjadi tolak ukur apakah telah selaras pidananya 

dengan perbuatannya. Sebagai suatu prosedur penegakan hukum yang 

memiliki tujuan untuk mempertahankan hukum pidana materiil yang mana 

                                                           

5
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 

25. 

6
 Serlika Aprita,S.H.,M.H, Etika Profesi Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung, 

2020, hlm.24. 

7
Ibid., hlm.26. 
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merupakan landasan bagi terselenggaranya peradilan pidana yang baik dan 

berwibawa, dan juga dapat memberikan perlindungan hukum atas harkat 

dan martabat manusia.
8
 

Dalam kasus pada putusan Nomor : 65/Pid.sus/2023/Pn Llg dalam 

duduk perkara dimana pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 anak 

korban (9 tahun) sedang mengikuti pelajaran olahraga atau PJOK 

(Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) di sekolah dan pada saat itu 

anak korban dan teman-teman di kelas nya disuruh menghapal pelajaran 

PJOK namun karena anak korban tidak hapal lalu anak korban dihukum 

oleh terdakwa Sularno Bin Sujono yang merupakan guru PJOK, dengan 

cara anak korban dan beberapa temannya disuruh push up100 kali, shit up 

100 kali dan naik turunkan kaki dengan posisi badan tidur terlentang 

sebanyak 100 kali kemudian pada saat anak korban sedang melaksanakan 

push up, teman dari anak korban yang juga sedang dihukum yaitu anak 

saksi bertanya kepada anak korban “Kau la berapo?” lalu dijawab anak 

korban  “Lah 30” kemudian anak korban bertanya kembali kepada anak 

saksi “Kau la berapo?” dan dijawab oleh anak saksi “Lah 30” dan saat itu 

terdakwa yang mendengarkan obrolan anak korban dan anak saksi merasa 

tidak senang lalu terdakwa menendang pinggang anak saksi sebanyak dua 

kali kemudian terdakwa juga menendang pinggang bagian belakang anak 

korban sebanyak satu kali, pada saat kejadian tersebut anak korban tidak 

                                                           

8
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, PT. Grasindo, Jakarta, 

2008, hlm.44. 
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merasakan sakit dan setelah pelajaran PJOK tersebut selesai, anak korban 

pun melanjutkan pelajaran berikutnya selanjutnya setelah selesai sekolah 

anak korban pun langsung pulang ke rumah dan setelah sesampainya di 

rumah, anak korban baru merasakan sakit pada bagian pinggangnya 

namun saat itu anak korban tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. 

Kemudian pada hari Jumat pagi anak korban masih bersekolah 

seperti biasa meskipun saat itu anak korban merasakan sakit pada bagian 

pinggangnya akibat tendangan terdakwa, lalu saat malam hari anak korban 

mengalami demam dan saat ibu kandung dari anak korban ingin mengerok 

badan anak korban, ia melihat ada luka memar warna biru di pinggang 

anak korban sehingga ia bertanya kepada anak korban “Ini keno apo?” dan 

dijawab oleh anak korban “Gara-gara dihukum push up” dan saat itu anak 

korban tidak memberitahu kepadanya ibunya jika lebam tersebut akibat 

tendangan dari terdakwa namun saat itu ibunya tidak percaya. 

Sehingga pada hari Sabtu sekira jam 07.30 Wib pergi menemui 

teman anak korban yaitu saksi Zhidan Dwi Loves dan bertanya kepada 

saksi Zhidan, korban selain disuruh push upoleh terdakwa, diapakan lagi 

oleh terdakwa? Dan saat itu  saksi Zhidan menjawab “Selain disuruh push 

up, terdakwa juga menendang pinggang anak korban” dan setelah 

mengetahui cerita tersebut dari saksi Zhidan kemudian ia pulang ke rumah 

dan bertanya langsung kepada anak korban yang saat itu tidak bersekolah 

karena demam dan saat itu anak korban mengakui jika selain diberikan 
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hukuman, anak korban juga telah ditendang oleh terdakwa karena 

ketahuan mengobrol saat sedang mendapatkan hukuman selanjutnya ibu 

dari anak korban langsung membawa anak korban ke puskesmas dan 

melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
9
 

Mengenai penganiayaan terhadap anak diatur dalam Undang-

Undang Nomor  23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang  Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan  Undang-

Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 Juncto tentang Perlindungan 

Anak berbunyi :
10

 

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 

paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) 

                                                           

9
 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg 

10
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah). 

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana pada ayat (3) 

apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
11

 

Pada kasus diatas terdakwa dituntut dengan Pasal 80 ayat (1) 

Juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan 

dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) bulan serta hakim juga menetapkan bahwa 

pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana 

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) 

tahun berakhir. 

Urgensi dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui apa saja 

yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 

terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada 

murid serta bagaimana efektifitas penjatuhan putusan tersebut apabila 

dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam penulisan penelitian ini 

penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni dengan 

                                                           

11
Putusan No 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg  
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melakukan pendekatan berbasis bahan hukum pokok dengan mengkaji 

teori, konsep, prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pendekatan kepustakaan, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lainyang berhubungan dengan penelitian ini. 

Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas 

terkait penelitian yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Percobaan 

(Voorwaardelijke veroordeling) Oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Lubuklinggau Terhadap Guru Dalam Tindak Pidana Penganiayaan 

Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.sus/2023/Pn 

Llg).” 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan sebagaimana tertulis pada latar belakang, terdapat 

beberapa permasalahan yang perlu dikaji untuk menambah pemahaman. 

Rumusan masalah yang coba penulis kembangkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

percobaan terhadap guru dalam tindak pidana penganiayaan 

terhadap murid dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg? 

2. Bagaimana efektivitas pidana percobaan (Voorwaardelijke 

veroordeling) jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan? 

C. Tujuan Penelitian 



 

 

  

 

9  

 

Mengarah pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan 

diatas, oleh karena itu mengenai tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana 

penganiayaan terhadap murid pada Putusan Nomor : 

65/Pid.Sus/2023/Pn Llg 

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pidana percobaan 

(Voorwaardelijke veroordeling) jika dihubungkan dengan tujuan 

pemidanaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dapat penulis gunakan dari tujuan 

penelitian  diatas adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk penegakan 

hukum pidana terkhususnya dalam perkara penganiayaan dan juga 

dapat menjadi bahan bacaan dalam bidang hukum pidana pada 

umumnya, baik secara materiil maupun secara formil. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis sendiri maupun untuk para 

pembaca. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya 

pengetahuan juga pengalaman penulis, maka pembatasan ruang lingkup 

dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau 

penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang telah 

dijabarkan diatas. Maka dari itu penulis akan membahas tentang 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan 

(Voorwaardelijke veroordeling) terhadap terdakwa tindak pidana 

penganiayaan terhadap murid (studi kasus putusan nomor : 

65/Pid.Sus/2023/Pn Llg). Dan bagaimana efektivitas penjatuhan pidana 

percobaan (Voorwaardelijke veroordeling) jika dihubungkan dengan 

tujuan pemidanaan. 

F. Kerangka Teori 

Teori merupakan sesuatu yang tidak harus dijelaskan, akan tetapi 

teori digunakan sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami artinya. 

Karangka teori merupakan konsep berpikir yang tersusun secara sistematis 

yang memiliki variabel dalam penelitian sehingga menjadi landasan kuat 

dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto kontinuitas 

perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori.
12

  

                                                           

12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Edisi cet.3, UI Press, Jakarta, 

2014, hlm 6.  
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Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Tujuan Pemidanaan 

Teori tujuan pemidanaan merupakan bagian dari proses hakim 

dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana untuk mendapatkan 

hasil yang relevan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan oleh guru terhadap murid untuk mempertanggungjawabkan 

kesalahan yang telah diperbuat. Tujuannya untuk perlindungan 

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Teori tujuan pemidanaan 

terbagi menjadi tiga, yakni : 

a) Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 

Pada teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang 

untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sehingga kejahatan yang 

telah diperbuat berakibat hukuman mutlak kepada pelaku itu 

sendiri. 

b) Teori Relatif/Tujuan (Doel Theorien) 

Teori relatif atau teori tujuan merupakan reaksi atas teori 

absolut. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif bukan hanya 

tentang pembalasan semata, akan tetapi bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. 
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c) Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien) 

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa 

pemidanaan bersifat jamak, karena memadukan prinsip tujuan 

dan pembalasan. 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan hakim adalah suatu unsur 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang jika terpenuhi maka 

pertimbangan tersebut relevan dalam amar putusan.
13

 Menurut 

Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai, ada beberapa teori 

yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam 

menjatuhkan putusan pada suatu perkara, diantaranya ialah :
14

 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-

undang dengan kepentingan para pihak yang terlibat serta 

berkaitan dengan perkara, yakni di dalamnya terdapat 

keseimbangan yang berkaitan dengan sosial, kepentingan 

terdakwa dan kepentingan korban. 

 

                                                           

13
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan 

Praktek Peradilan, Bandung, CV Mandar Maju, 2007, hlm.193. 

14
Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105-112. 
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b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi 

Dalam pengambilan keputusan seorang hakim berada di bawah 

juridiksi atau wewenang hakim. Dalam kewenangannya, untuk 

menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan fakta dan 

pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidanan. Hakim 

akan mempertimbangkan keadaan pihak terdakwa atau 

penuntut umum dalam perkara pidana. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Bahwasanya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak 

boleh semata-mata berdasarkan intuisi semata, namun harus 

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan tentang kehakiman dalam menghadapi suatu perkara 

yang akan diputusnya. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan salah satu hal yang 

dapat membantunya menyelesaikan perkara yang dihadapinya. 

Dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim tentunya 

dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang 

dijatuhkan baik terhadap pelaku tindak pidana, korban maupun 

masyarakat. 
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e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini bertumpu pada landasan filosofis yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara. Selanjutnya, mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara sebagai landasan hukum dalam 

penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim  harus didasarkan atas 

motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang terkait. 

3. Teori Efektifitas Hukum 

Teori efektifitas merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Menurut 

Soerjono Soekamto efektifitas hukum ditentukan oleh lima (5) faktor, 

yaitu : 

1) Undang-undang 

2) Penegak Hukum 

3) Pihak-pihak yang bertugas melaksankan hukum 

4) Masyarakat 

5) Lingkungan 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

yuridis normatif, yakni dengan melakukan pendekatan berbasis bahan 

hukum pokok mengkaji teori, konsep, prinsip peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan 

pendekatan literatur atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan 

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu 

mengenai permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa yang dijatuhkan 

pidana bersyarat dengan tujuan untuk memperoleh gambaran hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini ialah 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus 

(Case Approach). 

 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum 
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yang terjadi.
15

 Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto 

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang 

berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan serta telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
16

 Penulis menggunakan 

pendekatan ini dikarenakan untuk memudahkan penulis mengetahui 

kebenaran lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan putusan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 

seorang guru terhadap murid pada putusan nomor 32/Pid.Sus/2023/Pn 

Llg. 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang telah disahkan 

oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini penulis 

menjabarkan bahan-bahan hukum, diantaranya : 

                                                           

15
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.  

16
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat, Mataram 

University Press, 2020, hlm.57. 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran 

Negara Republik Indonseia Tahun 1958 Nomor 127; 

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Pasal 76 C 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak; 

6) Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 

65/Pid.Sus/2023/Pn Llg; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang 

merupakanlanjutan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari 

rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta 

hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

mendeskripsikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan alat bantu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

jurnal, dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan 

teknik studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dengan 

mempelajari buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen-dokumen 

yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukun yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

ialah teknik inventarisir dimana penulis melihat beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan terhadap 

guru yang melakukan penganiayaan pada murid dalam Pasal 80 ayat (1) 

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah hasil akhir dari 

penelitian yang dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan 
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yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui 

dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
17

 Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini juga dapat dilakukan atas hasil dari 

analisis dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan 

saran-saran. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, ruang lingkup 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka memuat beberapa pengantar yang 

membahas tentang tinjauan umum mengenai putusan, tinjauan umum 

tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang penganiayaan. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 Pada pembahasan akan memuat terkait isi dalam rumusan masalah 

yang membahas tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tindak  pidana 

                                                           

17
Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2007, hlm.10.  
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terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana efektifitas dari putusan yang 

telah dijatuhkan kepada terdakwa jika dihubungkan dengan tujuan 

pemidanaan. 

BAB IV : PENUTUP 

 Pada bab ini memuat hasil dari penelitian, yaitu kesimpulan dan 

saran dari pembahasan pada bab sebelumnya yang menjadi penutup akhir 

dari penelitian. 
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